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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KADUPATEN BANYUMAS
NOMOR 42117 /2010

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PPLNDIRIAN DAN PENYELENGOARAAN
TK DIPONEGORO 12 PURWOKE RTO WETAN
KELURAHAN PURWOKERTO WETAN KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

KIEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAT

Manimbang a.  Bahwa bardasartkan Proposal yang diajukan oleh TK Diponegoro
12 Purwokeito Watan Nomor O4/APIPIRAIVIZ2010 tanggal 11 Apeil
2010 perihal Permohonan Parpanjangan  1zin penditian  TK
Diponegoro 12 Purwokerto - Welan  dan - Masil - verifikasi
kabaradaan 1K Diponagoro 12 Purwokerto Walan oleh tirn
vorlfikaal leambaga bar Bidang Pondidikan Anak Usia Dini dan
Pandidikan Masyarakat Dinns Pondidikan Kabupatan Banyumas
tanggal 28 Januard 2010,  permohonan  dimaksud  telah
mamonuhl porsyaralan sesuai dengan ketentuan pendinan dan
panyelanggaraan,

b.  Bahwa sebagagaiman pedimbangan pada huruf o dipandang
porlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuman tentang Membarikan 1zin Ponditian dan
Panyolenggarman TK Diponegoro 12 Purwokerto Walan Desa
Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur |

Mengingat © 1. Undang =~ Undang Nomor 13 Tahun 1050 tantang Pembantukan
Daorah — Daarah Kabupaton Dalam Lingkungan Propinst Djawa
Tengah;,

2. Undang = Undang Nomor 8 Tahun 1085 tentang Organisasi
Kemanyarakatan (Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun
10685 Nomor 44, Tombahan  Lembaran  Negara Republik
Indonasia Nomor 3920, '

3. Undang = Undang Nomor 20 Tehun 2003 tentang Gistern
Pandidikon  Nasionnl  (Lembaran Nogms Hepublik  Indonesia
Nomor 768 Tembahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4301),

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daoh (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesin
Nomor 5587), sebagalimana telah beboraps kal diubah terakhic
dongan undang - undang nomor 9 Tahun 2016 tentang
Parubahan Kedun omas Undang — Undang Nomor 273 Tahun
2014 tontang Pematiniah Dasrah  (Lembaran Nogara Hepublik
Indonesia Tahun 2015 Nomaor 68, Tambahan Lembaran Negarn
Ropublik Indonasia Nomar 5670,

5, Poarmturan Pemerintah Nomor 19 tshun 20006 tentang Standar
Pendidikan Naslonal (Lembaran Negara Hepublik  Indaonesia
Tuhun 2005 Nomor 41, Tambahnn Lembaran Negars Hepubhk
Indonasin Nomaor 4490) sebagsimans telah dirubah dengan
Paraturan Pemerintah Republik Indonasia Nomor 37 Tahun
2013 Temang Perubahan Atss Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Standar Hasional Pondidikan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor A% Tarmbahan
Lembaran Negars Republik Indonasia Nomor 6097,
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

1.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013
Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi
Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten
Banyumas;

MEMUTUSKAN

Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan :

Memberikan : Yayasan Pend. Muslimat NU Bina Bakti
Perpanjangan Izin Wanita Kab. Banyumas

Pendirian dan

Penyelenggaraan kepada

Nama Penyelenggara :  Umi Chasanah

Alamat Penyelenggara - JI. Jend. Soeprapto Gang lll No. 19
Purwokerto

Untuk : Pendirian dan Penyelenggaraan TK
Diponegoro 12 Purwokerto Wetan

Alamat Lembaga : JI. Dr. Soepamo No. 20 RT 03 RW 05
Purwokerto Wetan

Status Tanah . Hak Milik

Status Bangunan . Hak Milik

Luas Bangunan © B5 M

Luas Tanah o T2M?

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan
memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
1. Kewajiban

a

b.

. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan
Pemerintah.

Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses
pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan
peraturan perundang — undangan yang berlaku.

Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan

kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan”
pendidikan.

Melaksariakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau

perunc!ang — undangan yang berlaku yang di kelurakan oleh
Pemerintah. -

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

®

Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka
membangun karakter dan nasionalisme,

Mematuhi standar pelayanan minimal.

Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai,
Tersedia Alat Peraga Edukatif (APF) luar, APE dalara  dan
sarana belajar lainnya,

Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai,

Mempunyai stempel lembaga Pendidikan; *
Memasang papan nama lembaga Pendidikan;

Mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional
(NPSN)dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,

m. Memasukan Dapodik secara periodik dan benar.

o~

&= I o

2. Larangan

a. Melakukan kegiatan yang berlentangan dengan Pancasila,
UUD 1945, dan ketertiban Umum;

b. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas,

c. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

d. Mengubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas;

e. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun
berturut — turut tanpa keterangan yang sabh;

f. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman
penyelenggaraan yang berlaku.

KETIGA . lzin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apatiila :

1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD
1945, dan ketertiban Umum ;

2. Melanggar kewajiban — kewajiban atau larangan - larangan yang
ditetapkan dalam keputusan ini.
3. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan

selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

4. Tidak menginput Dapodik 2 (dua) tahun berturut — turut;

5. Lembaga tidak mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi
Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
sesuai peraturan perundangan yang berlaku selambat-lambatnya
5 (lima) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan.

6. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian
lembaga. .

7. lzin diperoleh secara tidak syah.,

KEEMPAT © Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  Purwokerto

ada fanggal :p -

pada 99898150 7 Fep 2019
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: 14570+ PURWADI SANTOSO
Tembusan : R

1. Asisten Pemerintahan dan kesra Kab. Banyumas

2. Camat Purwokerto Timur

3. Kepala Kelurahan/Desa Purwokerto Wetan
4. Arsip (PNF)
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YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ‘ULAMA
BINA BAKTI WANITA

YPM-NU

KABUPATEN BANYUMAS
AKTE NOTARIS  YUDO PARIPURNO, SH, No. 31 TANGGAL 7 JULI 1986

Sekretariat - JI Jenderal Suprapto Gg. 111/19 Purwokerto Telp. (0281) 624960

PIAGAM PENDIRIAN TK/RA MUSLIMAT NU
NOMOR : . - /A/P/YPM-NU.BBW/ IV / 1994

Atas nama Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul ‘Ulama Bina
Bakti Wanita Kabupaten Banyumas memberikan Piagam kepada TK/RA

Muslimat NU :

]l Nama e s sinnak, b .n.’:r..f‘ "

2. Alamat Jalan —r e LAy T
Desa/Kelurahan Lis e wiwn W ican
Kecamatan L ST Rk Flrvvin
Kab./Kodya ) Y BT
Propinsi R A L

3 Didirikan pada - 28 Janugw 9w/

A4 0

Sehingga kepada TK/RA Muslimat NU yang bersangkutan diberikan hak
menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Banyumas, « » ~y 4w 1wy
Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU

Kabupaten yyynas
\ﬁg

Ny. Hj. UMI CHASANAH
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